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Dengan memperhatikan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan
Laporan Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil SKM Semester II tahun 2025 pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang sebagai upaya untuk meningkatkan capaian nilai 3
(tiga) unsur dimaksud sehingga dapat meningkatkan lndeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada semester berikutnya.

KATA PENGANTAR
Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang maka setiap
semester kami menyelenggarakan Survei Kepuasan Mayarakat (SKM)
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang.
Dalam laporan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester II tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang. Kami telah menyusun
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan pada 3 unsur yang memperoleh nilai
paling rendah meliputi :

1. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
2. Unsur Biaya/ Tarif 
3. Unsur Waktu Sarana dan Prasarana

Kabupaten Pemalang, 03 Agustus 2026
Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang
 
 

Khaeron, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196803231990031012



 BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa seluruh
institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan
Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelanggaraan
pelayanan. Kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas
layanan publik. Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian ditegaskan
melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan tersebut
menjadi acuan bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengevaluasi dan meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan publik.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pemalang secara periodik dalam tiap semester melaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan melakukan
perbaikan atau peningkatan pelayanan. Berdasarkan Survei Kepuasan
Masyarakat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pemalang pada Semester II Tahun 2025 memperoleh nilai
88,51 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik.
Berdasarkan konstelasi nilai yang dicapai oleh masing-masing unsur layanan
terdapat 3 (tiga) unsur layanan yang memperoleh nilai paling rendah terdiri
atas: Unsur Syarat Sistem, Mekanisme dan Prosedur nilai 89,81, Unsur
Biaya/Tarif nilai 78,89, dan Unsur Sarana Prasarana nilai 89,07.



NO
UNSUR SKM
PALING
RENDAH 

RENCANA
TINDAK LANJUT

WAKTU
PELAKSANAAN

PENANGGUNG
JAWAB

1
Sistem,
Mekanisme
dan Prosedur 

Membuat Surat
Keputusan
Pelayanan
Publik Terbaru 

Pembuatan SK
dilakukan pada
sekitar bulan
Juni - Juli 2026 

Ketua Tim

2 Biaya/ Tarif

Melakukan
pelayanan
secara online
dengan
diterbitkannya
Surat Edaran 

Pembuatan SE
dilakukan pada
bulan
November
2025 

Ketua Tim

3
Sarana dan
Prasarana 

Menambahkan
kursi tunggu
prioritas

Awal Triwulan I Ketua Tim

B. Ruang Lingkup
Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pemalang maka telah disusun rencana tindaklanjut
perbaikan pada 3 (tiga) unsur yang nilainya paling rendah dalam Survei
Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

C. Tujuan
Tujuan pelaksanaan tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang
adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan komitmen perbaikan terus menerus dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;

2. Meningkatkan lndeks Kepuasan Masyarakat;
3. Meningkatkan pelayanan publik.



NO NAMA
JABATAN DALAM
DINAS 

JABATAN DALAM
TIM

1 Ranoto, S.H., M.H. Sekretaris Badan Ketua Tim

2
Tatar Trie Landestha
Pandu NS, S.E.

Kassubag Umum dan
Kepegawaian 

Sekretaris

3
Aliffiani Arum Dyah
Shari, A.Md.T.

Pranata Komputer
Terampil

Anggota

4 Dian Setyowati, S.Akun.
Penelaah Teknis
Kebijakan

Anggota

5 R.R. Hartini 
Pengadministrasi
Perkantoran 

Anggota

6 Aji Prayitno 
Pengadministrasi
Perkantoran 

Anggota 

BAB II 
PELAKSANAANTINDAKLANJUT

A. Tim Pelaksana Tindaklanjut

Untuk melakukan tindaklanjut hasil survei kepuasan masyarakat pelayanan
publik maka Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang membentuk Tim
Pelaksana Tindaklanjut dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:



NO
RENCANA
TINDAK LANJUT

SUDAH/
BELUM
DITINDAK
LANJUTI

WAKTU
PELAKSANAAN

BUKTI 

1

Membuat Surat
Keputusan
Pelayanan Publik
Terbaru 

SUDAH

Pembuatan SK
dilakukan pada
sekitar bulan
Juni - Juli 2026 

Terlampir

2

Melakukan
pelayanan secara
online dengan
diterbitkannya
Surat Edaran 

SUDAH

Pembuatan SE
dilakukan pada
bulan November
2025 

Terlampir

3
Menambahkan
kursi tunggu
prioritas

SUDAH Awal Triwulan I Terlampir

B. Pelaksanaan Tindaklanjut



BAB Ill 
PENUTUP

Tindaklanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun
2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang terhadap 3 (tiga) unsur SKM yang nilainya paling rendah
telah dilaksanakan sesuai Rencana Tindak Lanjut yang kami susun, Presentase
tindak lanjut SKM mencapai 100% dengan kecepatan waktu dan tindak lanjut
seluruhnya adalah 1 bulan setelah tanggal penerbitan SKM Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang. Untuk
akuntabilitas publik maka tindak lanjut yang telah kami lakukan akan kami
publikasikan kepada masyarakat melalui media offline seperti di ruang
pelayanan maupun media Online seperti website, lnstagram dan Tiktok.
Harapan kami, pada pelaksanaan survei semester berikutnya tindaklanjut ini
dapat meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.



LAMPIRAN
1.Membuat Surat Keputusan Pelayanan Publik Terbaru 

2.Melakukan pelayanan secara online dengan diterbitkannya Surat
Edaran 



3.Menambahkan kursi tunggu prioritas
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